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BAB 1

PENDAHULUAN

Kemajuan pesat yang terjadi diberbagai bidang berkat perkembangan yang
cepal dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan itu sendiri membawa
dampak tidak hanya yang positif, tetapi juga vang negative. Secara positif,
kemajuan itu dapat dirasa antara lain dengan semakin mudah dan gampangnya
manusia menyelesaikan persoalan disatu pibak namun bukan tidak mungkin pula
makin menambah kompleksnva persoalan manusia tersebut disisi laninnya,

Sejalan dengan berkembangnya modernisasi dan era globalisasi sekarang
ini. maka sering pula kita jumpai terjadinya suatu tindak pidana di masyarakat.
Salah satu dari tindak pidana tersebut adalah tindak pidana penganayaan terhadap
anak dibawah umur vang kalau ditinjau dari ruang tempat terjadinya tindak pidana
kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-hak anak. Bahwa lingkungan keluarga
teroyata justru menjadi tempat )ﬁlt\g paling rawan bagi anak-anak. Apalagi yang
melakukannya perbuatan kekerasan dan pelanggaran atas hak-hak anak tersebut
adalah orang tuanya, orang tua bukannya melindungi dan menjaga hak-hak si
anak bahkan malah sebaliknya orang tua yang melakukan perbuatan pelanggaran
dan kekerasan tersebut. Padahal tugas orang tualah yang menjaga dan melindungi
hak-hak sianak. Dari banyak kasus yang terungkap di media massa khususnya di
kota Medan, banyak kasus-kasus kekerasan yang terjadi justru di dalam lingkup
keluarga. Ini berarti bahaya yang mengancam anak-anak bukan dari orang lain
atau para penjahat profesional yang tidak dikenal oleh si korban, tetapi justru

ancaman itu kerap kali muncul dari orang-orang yang dekat dengan korban, atau
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bahkan orang yang semula diharapkan dapat menjaga dan scbagai tempat
berlindung. Ayah atau ibu korban misalnya, mungkin sulit dinalar dengan akal
sehat akan tega menganiava anak-anaknya: misalnya menempeleng, memperkosa
atau membunuh darah dagingnva sendiri. Tetapi, karena sedang kelap, bingung
mengalami tekanan yang bertubi-tubi, malu atau karena faktor 'ain, dalam
masyarakat.

Akan tetapi tindak pidana penganiayaan terhadap anak dibawah umur,
hanya sebagian kecil sqja yvang sampai ke pengadilan untuk diproses secara
hukum. Hal ini disebabkan karena pelakunya kebanyakan dijumpai dalam
masyarakat adalah orang tua sendirt dari st anak tersebut. Oleh karena pelaku
adalah orang tua kandung si korban, maka acap kali si korban enggan dan takut
mengadukan atau metaporkan tindak pidana yang dialaminya. Dan karena faktor
lemahnya budaya lapor di masyarakat, serta korban tidak memiliki tempat untuk
melapor, dan si korban juga ada rasa malu karena yang melakukan adalah
keluarganya sendiri atau adanya rasa takut karena ancaman dari si pelaku akan
berakibat buruk terhadap si korban di kemudian hari. Disamping itu juga si anak
memang belum memiliki  pengetahuan, pemikiran dan wawasan yang luas,
kesadaran dan keterampilan kemana dan bagaimana harus bertindak bila
mengalami suatu permasalahan seperti yang dialaminya. Sementara untuk
melapor ke kantor polisi, lazimnya sekarang kantor polisi masih dianggap tempat
menakutkan dan apabila kita melapor harus menggunakan uang terlebih dahulu.
Terpenting lagi anak juga ragu apakah nanti laporan itu dipercaya oleh polisi

karena dia masih anak-anak.
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Masyarakat Indonesia masih banyax yang belum mengerti akan hak-
haknya di mata hukum dan takut serta enggan untuk melaporkan suatu tindak
pidana yang dialaminya dikarenakan ketidak mengertian masyarakat mengenai
bagaimana prosedur hukumnya, dan juga proses peradilan itu seringkali mahal,
lambat dan berbelit-belit. Oleh karena hal tersebut di atas, banyak masyarakat
yang enggan untuk pergi ke pengadilan meski mereka mengalami suatu tindak
pidana, khususnya tindak pidana penganiayaan terhadap anak di bawah umur.

Seluruh hal yang telah disebutkan di atas merupakan gejala-gejala yang
menunjukkuan bahwa ada kekawatiran terhadap sistem hukum yang berlaku di
Indonesia, serta adanya anggapan masyarakat bahwa hukum di Indonesia

merupakan rimba yang sukar untuk ditebus.

A. PENGERTIAN DAN PENEGASAN JUDUL

Dalam perulisan sebuah karya ilmiah judul adalah bagian yang sangat
penting hubungannya dengan suatu pelaksanaan penclitian, dimana judul akan
menggambarkan dan menyiratkan i.si pembahasan yang akan diketengahkan.

Adapun judul dari skripsi ini adalah :

“PROSES  HUKUM PADA PERKARA TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK YANG DILAKUKAN OLEH ORANG
TUA KANDUNGNYA™.

Agar tidak terjadi salah penafsiran terhadap judul yang diajukan hal ini
dapat diberikan pengertian atas judul skripsi ini yaitu :

e Proses artinya keadaan yang sedang terjadi
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i3.

e Hukum artinya rangkaian kaidah atau norma yang mengatur tingkah laku
) ey I
dan perbuatan manusia dalam hidup bermasyarakat.
o Perkara artinya persoalan atau pervkara yang perlu diselesaikan atau
. 2
dibereskan.
e Pidana artinya hukuman yvang dijatubkan terhadap orang yang terbukti
bersalah melakukan delik berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum
' : 3
yang tetap.
e Penganiayaan artinya sengaja merusak keschatan orang atau sengaja
menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau
4
Juka.
e Anak artinya sescorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun,
termasuk anak yang masih dalam kandungan.”
e Yang Dilakukan artinya vang Diperbuat.

e Orang Tua Kandungnya artinya Orang yang melahirkan si anak.

ALASAN PEMILIHAN JUDUL

Penulis mengajukan skripsi ini dengan judul “PROSES HUKUM PADA

PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK YANG

DILAKUKAN OLEH ORANG TUA KANDUNGNYA™.

Terpilihnya judul skripsi int oleh penulis sebagai bahan kajian adalah

karena perkembangan dan kemajuan zaman yang sangat pesat yang terjadi

diberbagai bidang berkat perkembangan dari ilmu pengetahuan dan teknologi.

1) Andi Hamzah, Terminologi Hukum Pidana Sinae Grafika, Snkarta, 2008, hal. 76

2) Sudarsono, Kamus Hukum, Rineka Cipta, 2007, cetakan kelimna, hat 335
1) 1bid, Hal 119

43 R Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sena Konientar-Komentamya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politcia Bogor, 1993, hal. 245

Sy Pasal 1 ayat (1) UL No, 23 Tahun 2002 teutang Perlindungan Anak
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Sejalan dengan perkembangan dan kemajuan zaman pada era globalisasi ini,
sering kita jumpai terjadinya tindak pidana di dalam lingkungan masyarakat.
Salah satu dari tindak pidana tersebut adalah tindak pidana penganiayaan terhadap
anak di bawah umur. Yang jika ditinjau dari ruang tempat terjadinya tindak
kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-hak anak, bahwa lingkungan keluarga
justru tempat yang paling rawan bagt anak-anak. Banyak kasus yang terjadi pada
tindak pidana penganiayaan terhadap anak di bawah umur dan penganiayaan
tersebut yang sering terjadi adalah pada lingkungan keluarga. Penulis berharap
agar perlindungan terhadap hak-hak anak dan kewajiban anak harus lebih
diperhatikan seiring dengan semakin meningkatnya kekerasan dan pelanggaran
atau penganiayaan terhadap anak. Berdasarkan hal-hal di atas membuat penulis
tertarik untuk menyusun schuah skripsi dengan judul “Proses Hukum  Pada
Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh

Orang Tua Kandungnya”.

C. PERMASALAHNHAN

Dalam penulisan skripsi permasalahan adalah merupakan hal yang penting
untuk dibahas atau dipaparkan. Adapun permasalahan yang diangkat oleh penulis
dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :
1. Kenapa orang tua tega melakukan penganiayaan terhadap anaknya ?
2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh para penegak hukum dalam

penyelesaian tindak pidana penganiayaan terhadap anak ?
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D. HIPOTESA

Hipotesa adalah dugaaan sementara atau anggapan sementara dari suatu

penelitian yang harus diuji kebenarannya. Hipotesa juga adalah suatu jawaban

atau kebenaran yang masih bersifat sementara yang harus diuji atau dibuktikan

kebenarannya.

Dengan demikian yang menjadi hipotesa dalam penulisan skripst ini

adalah :

L.

S8

Orang tua tega melakukan penganiayaan terhadap anaknya sendiri kebanyakan
terjadi karena pengaruh zaman yang semakin maju atau semakin berkembang
dan semakin sulitnya mencart  pekerjaan untuk memenuhi  kebutuhan-
kebutuhan keluarganya. Disamping itu juga karena tekanan-tekanan dari luar
atau karena masalah-masalah vang dihadapi di dalam suatu pekerjaannya
schingpea terbawa-bawa ke dalam lingkungan keluarga, Halb i juga scring,
terjadi  pengaruh  dari lingkungan vang tidak baik dan pengaruh dari
perkembangan teknologi vang sangant canggih pada zaman sckarang ini.

Kendala-kendala dan kesulitan yang sering dijumpai oleh para penegak hukum
dalam kasus penganiayaan atau kekerasan terhadap anak di bawah umur,
kebanyakan terjadi pada penolakan dan korban sendiri. Atau korban tidak
melaporkan kasusnya karena adanya rasa malu dan takut akan akibat yang

akan diterimanya dari pelaku karena adanya suatu ancaman oleh sipelaku.

E. TUJUAN PEMBAHASAN

Adapun yang menjadi tujuan dari pembahasan skripsi ini adalah :
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1. Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas

Hukum Universitas Medan Area.

o

Sebagai suatu bentuk penambahan sumbangan pemikiran kepada almamater
dalam rangka untuk memperkaya dan menambah ilmu pengetahuan tentang
delik pidana penganiayaan.

3. Sebagai salah satu bentuk pemikiran periahis kepada masyarakat luas tentang
akibat hukuman dari pada tindak pidana penpaniayaan.

F. METODE PENGUMPULAN DATA

1. Studi Kepustakaan (Library Research)

Langkah vyang dilakukan untuk penelitian kepustakaan atau library
research i adalah mengadakan penelusuran atau penelitian terhadap berbagai
sumber bacaan yakni : pendapat para sarjana, majalah-majalah karya ilmiah,
artikel. dari media massa atau surat kabar, dan internet yang bertujuan untuk
mencart dan memperoleh teori-teori atas asas-asas atau doktrin yang berkenaan
dengan penganiayaan anak di bawah umur. Setelah data tersebut dapat diperoleh
dan tersusun sccara  sistematis maka  bahan-bahan kepustakaan tersebut
dirangkarkan satu dengan vang lain sehingga sistematis untuk mengkaji dan
menganalisis tema-tema tentang kenakalan kejahatan atau penganiayaan anak
akibat faktor lingkungan terhadap isi yang menjadi pokok bahasan dalam

penelitian.

2. Studi Lapangan (Field Research)
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Penelitian lapangan atau field research adalah sebuah usaha yang
dilakukan untuk mengumpulkan data-data langsung dari lapangan. Untuk
mempermudah pengambilan data di lapangan, penulis mendatangi lembaga atau-
instansi yang berkaitan dengan penelitian yang akan dibahas guna mendapatkan
data tentang perkara tindak pidana penganiayaan terhadap anak di bawah umur,
adapun lembaga tersebut adalah : Pengadilan Negeri Medan.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memberikan gambaran yang akan merupakan isi pembahasan dari
skripsi ini dan untuk mempermudah penguraiannya maka penulis membuat skripsi
ini dalam 5 bab. Adapun penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan
Pada bab ini penulis menjelaskan tentang Pengertian dan Penegasan
Judul, Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesa, Tujuan
Pembahasan, Metode Pengumpulan  Data, dan  Sistematika
Penulisan.

Bab 1l : Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penganiayaan
Yang dibahas pada bab li i adalah Pengertian Tindak Pidana
Penganiayaan, Bentuk-bentuk Penganiayaan dan unsur-unsur, Jenis-
jenis Penganiayaan, dan Syarat-syarat Untuk Dapat Menghukum
Seseorang Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan.

Bab Il : Dampak Psikologis Terhadap Anak Akibat Penganiayaan Yang
Dilakukan Oich Orang Tua Terhadap Anak
Pada bab ini pcnuli's menguraikan tentang Pengertian Anak dan
Batasan-batasan Usia Anak, Hak-hak dan Kewajiban Anak, Akibat
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Bab 1V

Bab V

Psikologis Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Orang Tua
Terhadap Anak, dan Faktor-tfaktor Yang Menyebabkan Terjadinya
Penganiayaan Terhadap Anak.

Prosedur Hukum Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana
Penganiayaan Terhadap Anak di Bawah Umur di Pengadilan
Negeri Medan

Dalam bab ini penulis menguraikan  dan menjelaskan  Proses
Penyidikan Terhadap Orang Tua Yang Melakukan Penganiayaan,
Kendala-kendala  Yang Dihadapi  Penegak Hukum Dalam
Menyelesaikan Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap
Anak di Bawah Umur, Sanksi Terhadap Orang Tua Yang
Melakukan Penganiayaan, Upaya-upaya Penanggulangan, dan
Kasus Serta Tanggapan Kasus.

Penutup

Kesimpulan dan Saran, bab ini merupakan bab terakhir pada skripsi
ini yang merupakan kesimpulan atas hal yang dibahas dan diuraikan
dalam skripst ini. Dan sclanjutnya dart kesimpulan yang telah
diambil maka penulis mengajukan saran yang dianggap bermanfaat
bagi kepentingan masyarakat, pemerintah maupun kepada penulis

sendiri.
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0 .. BABII
TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA

PENGANIAYAAN

A. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan

Penganiayaan menurut Hoge Raad adalah setiap perbuatan yang dilakukan
dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, yang
semata-mata merupakan tujuan dari pada perbuatan tersebut ® Pada Kitab Undang-
undang Hukum Pidana tidak memberi ketentuan perihal apakah yang dimaksud
dengan Penganiayaan, namun menurut Yurisprudensi yang diartikan dengan
Penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa
sakit atau luka.’

Ferkait dengan hal diatas Penganiayaan merupakan suatu pelanggaran
norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak
sengaja telah dilakukan seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap
pelaku tersebut adalah perlu demi umum.® Simons menyatakan bahwa delik
kelakuan vang diancam dengan pidana yang bersifat malawan hukum yang
berhubungan dengan  kesalahan dan  dilakukan dengan kemampuan untuk
nempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut.”

Menurut WHO, kekerasan adalah penggunaan secara sengaja kekuatan
fisik atau kekuatan, ancaman atau kekerasan aktual terhadap diri sendiri, orang

tain, atau terhadap kelompok atau komunitas. yang berakibat luka atau

6) Madiasa Ahlisar, Penganiayaan Suami Terhadap {siri Merupakan Kejshatan Pribadi, Karya lmiah, Universitas Sumatera Utara, Medan, 1994 Hal 1.
7) R Soesilo, Op Cit. Hal 245

8) Lamintany, Dasar-dasar Hukam Pidana Indonesia. Bandung, Citra Aditya Bakti, 1997, Hal 182

9) Andi Hamzah, Asas-asas Hukum Pidana, Rineks Cipta. Jukarta 1994, Hal 88
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sengaja merusak keschatan orang. Semuanya ini dilakukan dengan sengaja dan
tidak dengan maksud yang pantas atau perbuatan yang melewati batas yang
diizinkan,

Dalam Pasal 352 KUHDP ayat (1) dan (2), disebutkan ; (1) Lan dari pada
hal tersebut dalam Pasal 353 dan 356, pengantayaan yang tidak menyebabkan
sakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan, dipidana sebagai
penganiayaan ringan, dengan pidana penjara selama-lamanya  tiga bulan atau
denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah. Pidana itu dapat
ditambah sepertiganya bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang
vang bekerja padanya atau yang dibawah perintahnya. (2) Percobaan melakukan
kejahatan itu tidak dapat dipidana. Pasal int merupakan pasal dari tindak pidana
penganiayaan ringan. Yang masuk dalam pasal inialah penganiayaan yang tidak :
(a). menyebabkan sakit, (b). menimbulkan halangan untuk menjalankan jabatan
atau melakukan pekerjaan sehari-hari.. perbuatan itu misalnya menempeleng.
Walaupun perbuatan itu dapat menimbulkan rasa sakit pada si penderita, namun
tidak menyebabkan ia menjadi sakit dan dapat menjalankan jabatan serta dapat
melakukan pekerjaannya sehari-hari.

Pasal 353 KUHP pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) disebutkan; (1)
Penganiayaan dengan direncanakan iebih dulu, dipidana dengan pidana penjara
selama-lamanya empat tahun. {(2) Jika perbuatan itu berakibat luka berat, maka
vang bersalah dipidana dengan pidana penjara sclama-lamanya tujuh tahun. (3)
Jika perbuatan itu berakibat matinya orang, maka yang bersalah dipidana dengan
pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun. Jadi berdasarkan pasal ini yang
dapat dituntut ialah penganiayaan yang dilakukan dengan direncanakan terlebih
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dahulu. Ancaman hukumannya lebih berat dari pada ancaman hukuman dari Pasal
351

Pasal 354 ayat (1) dan avat (2) menyebutkan ; (1) Barang siapa dengan
sengaja melukai berat orang lain, dipidana karena penganiayaan berat, dengan
pidana penjara selerna-lamanya delapan tahun. (2) Jika perbuatan itu berakibat
matinya orang, mabka yang bersalab dipidana dengan pidana penjara sclama-
lamanya sepuluh tzhun. Pada pasal ini disebutkan bahwa tindak pidana ini
dinamakan “Penganiyaan berat”, Yang dapat dituntut menurut pasal int, “luka
berat™ itu harus men;adi tujuan semula dari st pelaku. Apabila tuka berat itu hanya
sebagai akibat belaka (tdak menjadi tyjuan si pelaku), maka yang bersalah
dituntut karena penganiayaan biasa yang berakibat luka berat (Pasal 351 ayat ke-
2},

Pada Pasal 355 KUHP disebutkan; (1) Penganiayaan berat dengan
direncanakan lebih dulu, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua
belas tahun. Ayat () Jika perbuatan itu berakibata matinya orang, maka yang
bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun. Yang
dituntut menurut pasal ini ialah penganiayaan yang tersebut dalam Pasal 354 yang
dilakukan dengan “c¢irencanakan lebih dahulu™, percobaan pada penganiayaan ini
dapat dthukum.

Pada Pasal 256 KUHP discbutkan: Pidana yang ditentukan dalam Pasal

s
N
—
(OS]

53,354, 355 dupat ditambah sepertiganya apabila dilakukan:
(1) Jika kejahatan it dilakukan terhadap tbunya, bapaknya yang sah, istrinya atau

anaknya,
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(2) Jika kejahatan it dilakukan terhadap scorang pegawai negeri, katika atau
karena pegawai itu menjalankan jabatannya secara sah;

(3) Jika kejahatan itu dilakukan dengan memakai bahan yang dapat merusak
nyawa atau keschatin orang. Penganiayaan scbagaimana tersebut dalam Pasal
351, 353, 354, dan 355, ancaman hukumannya ditambah dengan sepertiganya,
apabila penganiayasn itu ditakukan teshadap ibunya sendint dart st pelaku,
bapaknva. istrinva, dan anaknya. Yang dimaksud ibu disini adalah. ibu yang
melahirkan st pelaku: bapak yang sah adalah bapak yang mengawini ibunya yang
melahirkan si pelabu, bahan yang dapat merusak jiwa dan keschatan orang
misalnya racun.

Pada Pasal 257 KUHP disebutkan; Pada pemidanaan karena salah satu
kejahatan yang diterangkan dalam Pasal353 dan 355, boleh dijatuhkan pencabutan
hak tersebut dalam Pasal 35 ayat 1-4 KUHP. Maksudnya adalah yang dapat
dijatuhi hukuman tembahan pencabutan hak tersebut dalam Pasal 35 ayat 1-4
disini adalah orang yang melakukan penganiayaan dengan direncanakan lebih
dahulu sebagaimana dimaksud oleh Pasal 353 dan orang yang melakukan
penganiayaan berat dengan direncanakan lebih dahulu sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 355.

Pada Pasal 358 KUHP disebutkan; barang siapa dengan sengaja turut serta
dalam penyerangan atau perkelahian yang dilakukan oleh beberapa orang maka
selain  dari tavggurgannya . masing-masing  atas  perbuatan yang istimewa
dilakukannya dipidana: ke-1. dengan pidan penjara selama-lamanya dua tahun
delapan bulan, jika penyerangan atau perkelahian itu hanya berakibat ada orang
luka berat; ke-2. cengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun, jika
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penyerangan atau perkelahian itu berakibat ada orang yang mati. Jadi yang
diancam hukuman nienurut pasal ni ialah orang yang dengan sengaja turut serta
dalam perkelahian missal. dimana berakibat ada yang terluka parah atau mati,
maka orang yang turut serta dalam perkelahian itu tidak dapat dikenakan pasal ini.
Apabila dalam perbclahian masal itu dapat dibuktikan buhwa salah scorang
diantaranya yang menyebabkan luka parih atau mati maka selain dituntut pasal
ini, maka ja juga dikenakan ketentuan-ketentuan tentang penganiayaan atau
pembunuhan yang 1o lakukan. Orang yang terpaksa turut serta dalam perkelahian
masal itu untuk meleral atau melindungt yang lemah, tidak dapat dikenakan pasal
mni.

Tindak pidana penganiayaan terhadap anak secara khusus diatur pada
Undang-undang Per'indungan Anak Nomor 23 tahun 2002 yaitu pada Pasal 80
sampai dengan Pasal 82. dalam Pasal 80 ayat (1) hingga ayat (4) Undang-undang
Perlindungan Aank disebutkan: ayat (1) setiap orang yang melakukan kekejaman,
kekerasan, atau perganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara
paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enami) bulan dan/atau denda paling banyak
Rp.72.000.000 (tujuh puluh dua juta rupiah). Ayat (2) dalam hal anak
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan
pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak
Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Ayat (3) dalam hal anak sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara
paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.200.000.000

(dua ratus juta rupiah). Ayat (4) pidana ditambah sepertiga dari ketentuan
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sebagaimana  dimaksud  dalam ayat (). (2), (3) apabila yang melakukan
penganiayaan tersebut orang tuanya.

Pasal 81 avar (1) sctiap orang vang dengan sengaja melakukan kekerasan
memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain,
dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling
singkat 3 (tiga) tabun denda paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta
rupial) dan paling sedikit Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah). Ayat (2)
ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap
orang yang dengan sengaja metakukan tipu mushihat, serangkaian kebohongan
stav membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atan dengan orang lain.
Pasal 82 menyebutkain: setiap orang vang dengan sengaja melakukan kekerasan,
mentaksa, melakuken tipu mushihat, serangkatan kebohongan, atau membujuk
anak entub melakutan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana
dengan pidana penjira paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3
(tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan
paling sedikit Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah). Pada saat ini jika terjadi
Pengantayaan terhadap anak maka untuk menjerat pelakunya digunakan Undang-

undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

B. Bentuk-bentuk Penganiayaan dan Unsur-unsurnya

Penganmayaan dapat disebut juga dengan kejahatan terhadap tubuh. Yang
menjadi unsur-unsur dari pada penganiayaan dapat dibedakan menjadi 6 macam
yaitu :
1) Penganiayauit Biasa (351 KUHP)
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2) Penganiayaan Ringan
Penganiayaar. tersebut dalam pasal 352 (1) KUHP yaitu suatu
penganiayaan yang tidak menjadikan sakit (ziek) atau menjadikan terhalang untuk
melakukan jabatan stau pekerjaan schari-hari. Misalnya, A menempeleng B tiga
kali di kepalanya. B merasa sakit tapi tidak jatuh sakit dan masih dapat melakukan
pekerjaannya sehari-hari.
Unsur-unsur penganiayaan ringan:
a Bukan berupa penganiayaan berencana (353).
b Bukan pengantayaan yang dilakukan :
1) Terhadap ibu atau bapaknya vang sah, istri atau anaknya.
2) Terhadap pe:awai negeri yang sedang dan atau karena menjalankan
tugasnya yan: sah.
3y Dengan men asukkan bahan vang berbahaya bagr nyawa atau keschatan

untuk dimakan atau diminum (356).

¢. Tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan
jabatan atau pencaharian."”

3) Penganiayaan Berencana

Ada 3 macam penganiayaan berencana :

a. Penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau kematian.

b. Penganiayaan berencana yang berakibat luka berat.

¢. Penganiayaan berencana yang berakibat kematian.

13) Pasal 352 Undang-undang No_ i L han 1946, tentang KUNHP
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Unsur penguniayaan berencana adalah direncanakan terlebih dahulu
sebelum perbuatan dilakukan. Penganiayaan dapat dikuantifikasikan menjadi
penganiayaan berencana jika memenuhi syarat-syarat :

a  Pengambilan keputusan untuk berbuat suatu kehendak dilakukan dalam
suasana batin yarig tenang.

b Sgjak timbulnys kehendak/pengambilan keputusan untuk berbuat sampai
dengan pelaksanaan perbuatan ada tenggang waktu yang cukup, schingga
dapat digunakan olehnya untuk berfikir-fikir, yakni antara lain:

- Resiko apa yang akan ditanggung

- Bagaimana cara Jdan dengan alat apa serta bilamanakah saat yang tepat untuk
melaksanakannya

- Bagaimana cara imenghilangkan jejak

¢. Dalam melaksanakan perbuatan yang telab diputuskan  dilakukan dalam
suasana hati vany tenang."

4) Pengantayaan Berat

Dibandingkan dengan pengantayaan biasa yang berakibat luka berat, maka
penganiayaan berat vang mengakibatkan luka berat int dilakukan dengan sengaja
(memang dikehendalki) oleh orang ‘yang menganiaya.

Unsur-unsur penganiayaan berat:

a Kesalahannya: kesengajaan.

b Perbuatan: melukai berat.

¢ Obyeknya: tubuk orang lain.

d Akibat: luka berat.

14) Pasal 353 Undang-undang No_ 1 L:hun 1946, tentang KUHP
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Penganiayaan berat ada 2 bentuk yakni:
a Penganiayaan berat biasa (ayat 1).
b Penganiayaan berat yang menimbulkan kematian (ayat By,
5) Penganiayaan Berat Berencana
Kejahatan ini merupakan gabungan antara penganiayaan berat (354 ayat 1)
dan penganiayaan berencana (353 ayat 2). Kedua bentuk penganiayaan ini harus
terjadi secara serentak/bersama. Oleh karena itu harus terpenuhi baik unsur
penganiayaan beral maupun unsur penganiayaan berencana. Kematian dalam
penganiayaan berat berencana bukanlah menjadi tujuan. Dalam nal akibat,
kesengajaannya ditu’ukan pada akibat luka beratnya saja dan tidak pada kematian
korban. Sebab, jika kesengajaan terhadap matinya korban, maka disebut
pembunuhan bereneana. .
6) Penganiayaan Torhadap Orang-Orang Berkualitas Tertentu atau dengan Cara
Tertentu yang Memberatkan
Bagi bentuk khusus dart penganiayaan tersebut di atas sifat yang
memberatkan pidans terletak pada dua hal:
a Pada kualitas pribadi korban sebagai: ibu, bapak yang sah, istri, anak, dan
pegawai negeri ketika atau menjalankan tugasnya yang sah.
b Pada cara melakukan penganiayaan dengan memberikan bahan untuk dimakan
atau diminum yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan.
Unsur-unsur dari penganiayaan jenis ini adalah:
1. Perbuatan: melawan.

2. Caranya: dengan kekerasan dan ancaman kekerasan.

151 Pasal 354 Unding-undang No | tihun 1946, temany KULIP
16) Pasal 355 Undung-undang No_ } tahun 1946, tentang KUHP
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mengembangkan  perasaan tidak aman,  gagal mengembangkan perilaku akrab
(Hurlock. 1990). dar selanjutnya akan mengalami masalah penyesuaian diri pada

21
masa yang akan datang.

D. Syarat-syarat Untuk Dapat Menghukum Sescorang Yang Melakukan
Tindak Pidana Penganiayaan
Dalam menjatuhkan  scesuatu hukuman  tidak cukuplah apabila hanya
terdapat perbuatan dalam hal ini perbuatan kekerasan terhadap anak secara fisik
yang mana dapat diartikan sebagai suatu penyiksaan, pemukulan, dengan atau
tanpa menggunakan benda-bcnda. tertentu, yang menimbulkan luka fisik atau
kematian pada anak. namun harus juga dalam perbuatan tersebut ada suatu orang
vang dapat dithukum dan orang tersebut tidak dapat dihukum apabila perbuatan
yang telah ra lakukai bersttat melanggir hukum dan telah ia lakukan baik dengan
sengaja maupun tida scngaju."z
Dalam  bukuvaya Dasar-dasar  Hukum  Pidana [ndonesia Lamintang
membagi syarat-syarat pokok dart suatu delik tersebut adalah sebagai berikut:*
a. Dipenuhinya seriua unsur dart delik seperti yang terdapat dalam rumusan
delik.
b. Dapat dipertangyung jawabkan sipelaku atas perbuatannya.
¢. Tindakan dari pclaku tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja ataupun

tidak dengan sen saja.

21y lbid
22) Lamiotang, Op Cit Hal 185
23) lbid, Hal 187
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d. Pelaku tersebut dapat dihukum, sedang syarat-syarat penyerta dimaksud di
atas dengan adanya perbuatan dan pelaku merupakan syarat yang harus
terpenuhi.

Berkaitan dengan hal di atas jika terjadi perbuatan tindak pidana
penganiayaan maka haruslah memenuhi unsur di atas maka si pelaku dapat dijerat
dengan delik pidana penganiayaan yang diatur pada Kitab Undang-undang
Hukum Pidana (KUHP) yaitu Pasal 351 sampai dengan Pasal 256. Khususnya
tindak pidana penganiayaan terhadap anak secara khusus diatur pada Undang-
undang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002 pada Pasal 80 sampai dengan
Pasal 82. Dan pada saat ini jika terjadi penganiayaan terhadap anak maka untuk
menjerat pelakunya digunakanlah Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak. Dan lain jika kekerasan dalam bentuk fisik yang dalam hal ini
Kita sebut sebagai penganiayaan terjadi dalam ruang lingkup keluarga maka dapat
diberlakukan Undan:-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
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BAB Il
DAMPAK PSIKOLOGIS TERHADAP ANAK AKIBAT
PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH

ORANG TUA TERHADAP ANAK

A. Pengertian Anak dan Batasan-batasan Usia Anak

Anak disebut juga sebagai generasi muda, karena anak merupakan bagian
dari generasi muda. Selain anak didalam generast muda ada yang disebut remaja
dan dewasa.

Menurut Dr. Zakiah Daradjad. generasi muda terdiri atas masa kanak-
kanak umur 0-12 tahun, masa remaja umur 13-20 tahun, dan masa dewasa muda
umur 21-25 tahun.,

Masa karak-kanak dibagi menjadi tiga tahap, vaitu masa bayi umur 0-
menjelang 2 tahun, masa kanak.—kanak pertama umur 2-5 tahun dan masa kanak-
kanak terakhir antara umur 3-12 tahun. Pada masa remaja merupakan masa
scorang anak mengalami perubahan cepat dalam segala bidang. perubahan tubuh,
perasaan, kecerdasan, sikap sosial dan kepribadian. Masa remaja adalah masa
goncang Karena banyaknya perubahan yvang terjadi dan tidak stabilnya emosi yang
kadang-kadang menyebabkan timbulnya sikap dan tindakan yang oleh orang
dewasa dinilai scbagai perbuatan nakal. Usia 21 sampai dengan 25 tahun menurut
Dr. Zakiah Darzdjad masih dapat dikelompokkan ke dalam generasi muda,

walaupun dari cegi perkembangan jasmani dan kecerdasan telah betul-betul

26
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dewasa, dan emosi juga sudah stabil namun dari segi kemantapan agama dan
ideology masih dalam proses pemantapannya.”’
Menurut Maulana Hisan Wadong:

“Batasan usia anak memberikan pengelompokan terhadap seseorang untuk
dapat disebut sebagai seorang anak. Yang dimaksud dengan batas usia anak
adalah pengeloronok n usia mabsanum sebagai wujud kemampuan dalam status
hukum, sehingga an ik tersebut beralih status menjadi usia dewasa atau menjadi
seorang subjek hukum yang dapat bertanggung jawab secara mandiri terhadap
perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan hukum yang dilakukan anak itu.”®

Untuk menctapkan ketentuan hukum yang lebih berprospek dalam
meletakkan batas usia maksimum dar seorang anak, akan detemukan pendapat
yang sangat berancka ragam kedudukan hukum yang diberikan pada status
kedewasaan seseorarg anak. Hukum hanya mentoleris seseorang dalam perbuatan
dan tindakan hukun yang diklasifikasikan dari batas usia dewasa dan tindakan
hukum yang dikasifikasikan dari batas usia dewasa dan dipandang sebagai usia
normal dalam mempertanggungjawabkan tindakan hukum yang dilakukan dalam
masyarakat. Berbagai kelompok klasifikasi yang diberikan oleh aspek hukum
tertentu terhadap batas usta seyogianya (idak banyak mempengaruhi atas
perbuatan  hukum rang dilakukan seseorang. Untuk meletakkan batas usia
seseorang vang layok dalam pengertian hukum nasional, telah dirumuskan ke
dalam bangunan-bangunan pengertian yvang diletakkan oleh spesitikasi hukum,

: ; .2
seperti berikut ini.™

24) Gatot Supramono, Hukum Acara bengadilan Anak, Peneibit Djanbatan, Jakarta, 2007, cetakan ke tiga, [Tal 1-2
25) Maulana Hasan Wadong, Pengeniar Advokasi dan Hukum Perlidungan Anak, PT Grafindo, Jukarta 2004 hal 24-27
26y 1bid
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Batas usia scorang menurut ketentuan hukum perdata. Hukum  perdata
meletakkan bata: usia anak berdasarkan Pasal 330 KUHPerdata yaitu pada
ayat 1 sebagai berikut:

a.  Batas antara tsia belum dewasa dengan orang yang sudah dewasa yaitu 21
tahun:

b. Dan scorang anak yang berada dalam usia dibawah 21 tahun yang sudah
mentkal diarggap sudah dewasa.

Batas usta anak meaurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7

avat (1) . Pasal 4 7 avat (1). dan Pasal Pasal S0 ayat (1). sebagat berikut:

a. Dalam Pasal 7 ayat (1) menycbutkan batas usia minimum untuk dapat
kawin bagi scorang pria. yaitu 19 tahun dan bagi seorang wanita, yaitu 16
tahun.

b. Dalam Pasal 47 ayat (1) menyebutkan batas usia anak adalah maksimum
18 tahun berada dalam kekuasaan orang tua selama kekuasaan itu tidak
dicabut.

¢. Dalam Pasal 50 ayat (1) menyebutkan batas usia anak yang belum

mencapal usia 18 tahun atau belum pernah kawin berada pada status

perwalian.
Dalam hukum adat ciri-cint ukuran kedewasaan seorang anak adalah sebagai
berikut:
a. dapat bekerja sendiri;
b. cakap dan bertanggung jawab dalam masyarakat;
c. dapat meaguras harta elayaan sendiri;
d. telah menikah;
UNIVERSITAS MEDAN AREA

D t A ted 23/8/24
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang ocument Accepte 18/

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun ta}i?@eigg%P&&Vﬁrgﬁt@il\g?}gml}@i 4)23/8/24



Alboin Pardamean Saragi - Proses Hukum pada Perkara Tindak Pidana Penganiayaan....
e. berusia 21 taliun.

4. Batas usia anak dalam pengertian pidana dicumuskan dengan jelas dalam
ketentuan hukum yang terdapat pada Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor
3 tahun 1997 vuitu tentang Peradilan Anak sebagai berikut: “Anak adalah
orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai 8 (delapan) tahun tetapi
belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin™.

A0 Datas nsia sescorany vang dikatakan sebhagar anak menurat Undang-undang
Nomor 23 tahun 2002, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan
belas) tahun, termasuk anak yang masth dalam kandungan.

Ketentuan Pesal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang
Peradilan Anak akar menjadi objek dart hukum perlindungan anak dalam pokok
kurikulum,  Ketentuan tersebut - merupakan  peletakan  status anak  kedalam
pengertian kedudukan anak yang tidak normal atau cacat hukum. Kedudukan yang
demikian bagi seorang anak akan diletakkan ke dalam status hukum yang harus
menjalani  beberapa proses hukum dalam pembinaan orang tua, lembaga
pemasyarakatan anak scbagaimana fungsi-fungsi Lembaga FPemasyarakatan Anak

(LPA) sebagai berikut:

jas]

perlindungan hukum (profective)
b. mendapat huliuman (punitive)
c. memperbaiki (reformative)
d. rehabilitasi (rchabilitative)
Pengertian batas usia anak pada hakikatnya mempunyai keanekaragaman
bentuk dan spesilikasi tertentu. Maksudnya pengelompokan batas usia maksimum

anak (batas usia atas) sangat tergantung dari kepentingan hukum anak yang
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14. Memperoleh perlindungan hukum terhadap gangguan (kehidupan pribadi,

15.

19.

20).

s
—_

(O]
td

24,

I
LA

27.

keluarga, surat menyurat atas serangan yang tidak sah).
Perlindungan anak yang tidak mempunyai orang tua menjadi kewajiban

negara.

. Perlindungan pada anak yang berstatus pengungsi.
. Hak perawatan kirusus bagi anak cacat.

. Memperoleh pelavanan kesehatan.

Hak memperoleh manfaat jaminan sosial (asuranst sosial).
Hak anuk atas teral hidup vang layak bagi pengembangan fisik, mental dan

sosial.

- Hak anak atas pendidikan.

2. Hak anak untuh berstirahat dan bersenang-senang  untuk  terlibat dalam

kegiatan bermain. berckreast dan seni budaya.

CHak atas perlindeagan dart eksploitast ckonomi.

Perlindungan dar: penggunaan obat terlarang.

- Melindungi anak dari segala bentuk eksploitast seksual.

. Perlindungan terhiadap penculikan dan penjualan atau perdagangan anak.

Meclindungi anak terhadap semua bentuk cksploitasi terhadap segala aspek

kesejahteraan ane k.

. Larangan penyiksaan, hukuman vang tidak manusiawi.
. Hukum acara peradilan anak.

. Huk memperoleh bantuan hukum baik di dalam atau di luar pengadilan.

Pada tanggal 20 November 1959 Sidang Umum Perserikatan Bangsa-

Bangsa (PBB) teleh mensahkan Deklarasi tentang hak-hak anak. Dalam
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Mukadimah Deklarasi ini, tersirat bahwa umat manusia berkewajiban memberikan

yang terbaik bagi anik-anak. Deklarast in1 memuat 10 (sepuluh) asas tentang hak-

20
hak anak, vaitu:

e

e

ja

Anak berhak mernikmati scmuz; hak-haknya sesuai ketentuan yang terkandung
dalam deklarast ini. Setiap anak tanpa pengecualian harus dijamin hak-haknya
tanpamembedaken suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama,
pendangan politil, kebangsaan, tingkatas social, kaya miskin, kelahiran atau
status lain, baik yvang ada pada dirinya meupun keluarganya.

Anak berhak memperoleh perlindungan khusus dan harus memperoleh
kesempatan vane dijamin oleh hukum dan sarana lain, agar menjadikannya
mampu untuk nengembangkan diri secara isik, kejiwaan, moral, spiritual,
dan kKemasyaral atan  dalam situast yang  schat, normal sesuai dengan
kebebasan dan hirkatnya. Penuangan tujuan itu ke dalam hukum, kepentingan
ierbaik atas dirt anak harus merapakan pertimbangan utama.

Anak sejak dilah rkan berhak akan nama dan kebangsaan.,

Anak berhak din harus dijamin secara kemasyarakatan untuk  tumbuh
Kembang secara sehat. Untuk mit baik sebelum maupun setelah kelahirannya
harus ada perawatan dan perlindungan khusus bagi anak dan ibunya. Anak
berhak mendapat giji yang cukup, perumahan, rekreasi, dan pelayanan
kesehatan.

Anak yang cacat fisik, mental, dan lemah kedudukan sosialnya akibat keadaan

tertentu harus memperoleh pendidikan, perawatan, dan perlakuan khusus.

29) Madin Gultom, Perhmdang:an Hiokom Terliadap Anak Dalam Sistein Peradilan Pidana Anak di Indonesta, PT. Refika Aditama, 2008, cetakan

pertama, hal 45
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Agar kepribadiar anak tumbuh secara maksimal dan harmonis, ia memerlukan
kasih saying dan pengertian. Sedapat mungkin ia haru dibesarkan dibawah
asuhan dan tangoungjawab orang tuanya sendiri, dan bagaimana pun harus
diusahakan agar tetap berada dalam suasana yang penuh kasih saying, sehat
Jasmani dan rohani. Anak dibawah usia ima tahun tidak dibenarkan terpisah
dari ibunya. Masyarakat dan pemerintah yang berwewenang berkewajiban
memberikan perawatan khusus kepada anak yang tidak memiliki keluarga dan
kepada anak yanu tidak mampu. Diharapkan agar pemerintah atau pihak lain
memberikan baniuan pembiayaan bagl anak-anak yang berasal dari keluarga
besar.

Anak  berhak nmiendapat pendidikan wajib  secara cuma-cum: sekurang-
kurangnya di tinekat sckolah dasar. Mereka harus mendapat perlindungan
vang dapat memagkatkan pengetahuan umumnya, dan yang memungkinkan,
atas dasar kesenpatan yang sama untuk mengembangkan kemampuannya,
pendapal pribadinya, , dan perasaan tanggungjawab moral dan sosialnya,
schingga  merelba  dapatl menjadi - angeota masyarakat  yang  berguna.
Kepentingan anvak  haruslah  diadikan pedoman  oleh  mereka yang
bertangpungjaweh  terhadap  pendidikan dan bimbingan  anak  yang
bersangkutan: portama-tama tanggungjawab tersebut terletak pada orang tua
mereka., Anak herus mempunvai kesempatan yang leluasa untuk bermain dan
berkreast yang d arahkan untuk tujuan pendidikan, masyarakat dan pemerintah
vang bewenang harus berusaha mningkatkan pelaksanaan hak ini.

Dalam keadaan upapun anak harus didahulukan dalam menerima perlidungan
dan pertolongan.
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7) Setiap anak vang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan
memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektit dan tidak
memihak dalam siding yang tertutip untuk umum.

Hak-hak ansk vang diatur dalam  Undang-undang Nomor 23 tahun 2002
tentang Perlindunean Anak adalah: () Berhak untuk dapat hidup, tumbuh,
berkembang. dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat martabat
kemanusiaan, serta inendapat perlindungan dan kekerasan dan diskriminasi (Pasal
4): (b) Berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan
(Pasal  5); (¢) Behak untuk  bertbadal menurul agamanya, berpikir, dan
berekspresi sesuat dengan tngkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan
orang tua (Pasal 6% (d) Berhak untuk mengetahu orang tuanya, dibesarkan dan
diasuh oleh orang ruanya sendiri. Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya
tidak dapat mienjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar
maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak
angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
vang berlaku (Pasaly; (¢) Berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan
sosial sesuail dengan kebutuhan fisik, menta, spiritual, dan sosial (Pasal 8); (f)
Berhak memperolel pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan
pribadinya dan tinglat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya, khusus
bagi anak yang menyandang cacal juga berhak memperoleh pendidikan khusus
(Pasal 9); (g) Berhak menyatakan dan didengan pendapatnya, menerima, mencari,
dan meberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi
pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (Pasal

10): (h) Berhak untuk beristirahat dan memantaatkan waktu luang, bergaul dengan
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anak sebaya, berma n, berekreasi, dan berkreasi sesual dengan minat, bakat, dan
tingkat kecerdasan demi pengembangan dirt (Pasal 11); (i) Setiap anak yang
menyandang  cacat  berhak  memperoleh  rehabilitasi, bantuan  sosial, dan
pemeliharaan  taral’ kescjahteraan  sosial  (Pasal  12); (5) Berhak  mendapat
perlindungan dari perlakuan: diskriminasi dan cksploitasi, baik ckonomi maupun
scksual; penclantaran; kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; ketidak adilan;
dan perlakuan salah fainnya (Pasal 13); (k) Berhak untuk diasuh oleh orang tuanya
sendiri, kecuali jike ada alasas dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan
bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan
pertimbangan terkhir (Pasal 14); (1) Berhak untuk memperoleh perlindungan dari:
penyalahgunaan daam kegiatan politik; pelibatan dalam sengketa bersenjata;
pelibatan dalam kerusuhan sosial; pelibatan dalam peristiwa yang mengandung
unsur kekerasan; dan pelibatan dalam peperangan (Pasal 15); (m) Berhak
memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan
hukuman yang tideak manusiawi; berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai
dengan hukum; penangkapan, penahanan atau pidana penjara hanya dilakukan
apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai
upaya terakhir (Pasal 16); (n) Setiap anak yang dirampas kebebasanya berhak
untuk: mendapatkar perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan
dari orang dewasa: memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara
efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; membela dir dan
memperoleh keadilen di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak
dalam siding tertutup untuk umum. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku

kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan
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(Pasal 17); (o) Setian anak vang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak
mendapatkan bantuzn hukum dan bantuan fainnya (Pasal 1§y

Mengenai kewajiban anak diatur pada Pasal 19 Undang-undang Nomor 23
tahun 2002 vang menentukan bahwa setiap anak berkewajiban untuk: “(a)
Menghormati orang tua, wali, dan guru; (b) Mencintai keluarga, masyarakat, dan
menvayanei teman: (¢) Mencintai tanah air, bangsa, dan negara; (d) Menunaikan
ibadah sesuui dengin ajaran agamanyaz dan (¢) Melaksanakan ctika dan akhlak

yang mulia,™

C. Akibat Psikolcgis Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Orang Tua
Terhadap Anak

Munculnya kekerasan menimbulkan efck psikologis yang sangat berat
bagi korban. Kondisi emosi dan kepribadian secara umum mengalami guncangan
berat, sehingga muncul kondisi tidak seimbang. Ketidakseimbangan ini apabila
terus dipertahankan tentu tidak membawa kebaikan bagi adaptasinya kelak dengan
lingkungan.3(’

Perkembangin dipandang sebagai “proses yang dinamis yang dipengaruhi
oleh sifat bakat seszorang dan pengaruh lingkungan dalam menentukan tingkah
laku apa yang akan diaktualisasikan dan dimenifestasi”. Bila dalam proses ini
hilang dinamikanye disebabkan’ oleh rusaknya sifat bakat seseorang atau oleh
kurangnya stimulast dalam lingkungan, atau oleh hambatan dalam interaksi bakat

dan lingkungan, timbullah gangguan dalam perkembangan seseorang.37

34) Undang-undang Nowmor 23 1ahun 2002, wntany Perlindungan Anak

35) Pasal 19 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Pertindungan Anak

36) Monks, Knoers, S.R. Haditomo, Psikologi Perkembangan, Gadjah Mada Umiversity Press, Yopyakarta, cetakan ke 14, hal 354
37) tbid
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Kecepatan perkembangan fisik maupun emosional dari seorang anak yang
dianiaya atau  ditchwmtarkan  scringkali tidak normal. Bayr yang mengalami
kekurangan kasih sayang dari orang tuanya tampak tidak peka atau tidak
menunjukkan keteriarikan terhadap lingkungannya. Mungkin terjadi gangguan
pada kemampuan sosial dan bahasanya karena mereka kurang mendapatkan
perhatian. Scorang anak mungkin menunjukkan sikap curiga, tidak tegas dan
sangal pelisab. Anck yang lebih tua sering bolos sekolalr atau prestasinya di
sekolah kurang bailz. Mereka mungkin mengalami masalah dalam membentuk
hubungan dengan te nan-teman maupun guru di sekolahnya.”®

Berikut ini edalah dampak-dampak yang ditimbulkan kekerasan terhadap
anak (child abuse) antara lain: 1) Dampak kekerasan fisik, anak yang mendapat
perlakuan kejam duri orang tuanya akan menjadi sangat agresif, dan setelah
menjadi orang tua ckan berlaku kejam kepada anak-anaknya. Orang tua agresif
melahirkan anak-anak yang agresif, yang pada gilirannya akan menjadi orang
dewasa yang menjadi agresif. Lawson (dalam Sitohang, 2004) menggambarkan
bahwa semua jenis gangguan mental ada hubungannya dengan perlakuan buruk
yang diterima manusia ketika dia masih kecil. Kekerasan fisik yang berlangsung
berulang-ulang dalam jangka waktu lama akan menimbulkan cedera serius
terhadap anak, meninggalkan bekas luka secara fisik hingga menyebabkan korban
meninggal dunia; 2) Dampak kekerasan psikis. Unicef (1986) mengemukakan,
anak yang sering dimarahi orang tuanya, apalagi diikuti dengan penyiksaan,
cenderung meniru perilaku buruk (coping mechanism) seperti bulimia nervosa

(memuntahkan makanan kembali). penyimpangan pola makan, anorexia (takut

38) htip://www tanyadokter convdisease.asp?id.
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Kecepatan perkembangan fisik maupun emosional dari seorang anak yang
dianiaya atau  ditclantarkan  scringkabi tudak normal. Bayr yang mengalami
kekurangan kasih sayang dari orang tuanya tampak tidak peka atau tidak
menunjukkan keteriarikan terhadap lingkungannya. Mungkin terjadi gangguan
pada kemampuan sosial dan bahasanya karena mereka kurang mendapatkan
perhatian. Scorang anak mungkin menunjukkan sikap curiga, tidak tegas dan
simeat pelisah, Anck yang lebith tua sering bolos sekolalr atau prestasinya di
sekolah kurang bail.. Mereka mungkin mengalami masalah dalam membentuk
hubungan dengan te nan-teman maupun guru di sekolahnya.”®

Berikut ini edalah dampak-dampak yang ditimbulkan kekerasan terhadap
anak (child abuse2) untara lain: 1) Dampak kekerasan f{isik, anak yang mendapat
perlakuvan kejam dart orang tuanya akan menjadi sangat agresif, dan setelah
menjadi orang tua «kan berlaku kejam kepada anak-anaknya. Orang tua agresif
melahirkan anak-anak yang agresif, yang pada gilirannya akan menjadi orang
dewasa yang menjadi agresif. Lawson (dalam Sitohang, 2004) menggambarkan
bahwa semua jenis gangguan mental ada hubungannya dengan perlakuan buruk
yang diterima manusia ketika dia masih kecil. Kekerasan fisik yang berlangsung
berulang-ulang dalam jangka waktu lama akan menimbulkan cedera serius
terhadap anak, meninggalkan bekas luka secara fisik hingga menyebabkan korban
meninggal dunia; 2) Dampak kekerasan psikis. Unicef (1986) mengemukakan,
anak yang sering dimarahi orang tuanya, apalagi diikuti dengan penyiksaan,
cenderung meniru perilaku buruk (coping mechanism) seperti bulimia nervosa

(memuntahkan makanan kembali), penyimpangan pola makan, anorexia (takut

38) htp://www tanyadokter convdisease, asp?id
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gemuk), kecanduan alkohol dan obat-obatan, dan memiliki dorongan bunuh diri.
Menurut Nadia (19¢1), kekerasan psikologis sukar diidentifikasi atau didiagnosa
karena tidak menirggalkan bekas yang nyata sepertt penyiksaan fisik. Jenis
kekerasan ini meninggalkan bekas yang tersembunyt yang termanifestasikan
dalam beberapa bertuk, seperti kurangnya rasa percaya diri, kesulitan membina
persahabatan, perilaku merusak, menarik diri dari lingkungan, penyalahgunaan
obat dan alkohol, ttaupun kecenderungan bunuh diri; 3) Dampak kekerasan
seksual. Menurat Mulyadi (Sinar Harapan. 2003) diantara korban yang masih
merasa dendam terhadap pelaku, takut menikah, merasa rendah diri, dan trauma
akibat cksploitasi scksual, meski kini mereka sudah dewasa atau bahkan sudah
mentkah. Bahkan cksploitasi scksual yang dialami semasa masih anak-anak
banyak ditengarai scbagai pcnycbz;b keterlibatan dalam prostitusi. Jika kekerasan
seksual terjadi padua anak yang masih kecil pengaruh buruk yang ditimbulkan
antara lain dari yang biasanya tidak mengompol jadi mengompol, mudah merasa
takut, perubahan pola tidur, kecemasan tidak beralasan, atau bahkan simtom fisik
seperti sakit perut atau adanya masalah kulit, dll (dalam Nadia, 1991); 4) Dampak
penelantaran anak. Pengaruh yang paling terlihat jika anak mengalami hal ini
adalah kurangnya perhatian dan kasih sayang orang tua terhadap anak, Hurlock
(1990) mengatakan jika anak kurang kasih sayang dari orang tua menyebabkan
berkembangnya perasaan tidak aman, gagal mengembangkan perilaku akrab, dan
selanjutnya akan mengalami masalah penyesuaian diri pada masa yang akan
datang. Dampak, yeng lainnya (dalam Sitohang, 2004) adalah kelalaian dalam
mendapatkan pengobatan menyebabkan kegagalan dalam merawat anak dengan

baik. Kelalaian dalam pendidikan. meliputi kegagalan dalam mendidik anak
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jika kekerasan fisic itu berlangsung dalam periode tertentu. Sexsual abuse
biasanya tidak terjadi selama delapan belas bulan pertama dalam kehidupan anak.
Walaupun ada beberapa kasus ketika anak perempuan menderita kekerasan
seksual dalam usia enam bulan. Semua tindakan kekerasan kepada anak-anak
akan dirckam dalam bawah sadar mereka dan akan dibawa sampai kepada masa
dewasa, dan terus sepanjang hidupnya. Anak yang mendapat perlakuan kejam dari
orangtuanya akan raenjadt sangat agresil, dan sctelah menjadi orangtua, akan
berlaku kejam kepada anak-anaknya. Orang tua agresif melahirkan anak-anak
yang agresif, vang pada gilirannya akan menjadi orang dewasa yang menjadi
agresif.””
D. Fakter-taktor Vang Menyebabkan Terjadinya Penganiayaan Terhadap
Anak

Menurut hasil pengaduan yang diterima KOMNAS Perlindungan Anak
(2006), pemicu kekerasan tcrhadép anak yang terjadi diantaranya adalah : 1)
Kekerasan dalam rumah tangga, yaitu dalam keluarga terjadi kekerasan yang
melibatkan baik pihak ayah, ibu dan saudara yang lainnya. Kondisi menyebabkan
tidak terelakkannya kekerasan terjadi juga pada anak. Anak seringkali menjadi
sasaran kemarahan orang tua, 2) Disfungsi keluarga, yaitu peran orang tua tidak
berjalan sebagaimana seharusnya. Adanya disfungsi peran ayah sebagai pemimpin
keluarga dan peran ibu sebagai sosok yang membimbing dan menyayangi, 3)
Faktor ekonomi, yaitu kekerasan timbul karena tekanan ekonomi. Tertekannya
kondisi keluarga yang disebabkan himpitan ckonomi adalah faktor yang banyak

terjadi, 4) Pandangan keliru tentang posisi anak dalam keluarga. Orang tua

40) hup://ardansirodjud-i21 blog-pot com/2007/1 4K :kerasan-terhadzp-anak hinl
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menganggap bahwe anak adalah sesecorang yang tidak tahu apa-apa. Dengan
demikian pola asul apapun berhak dilakukan oleh orang tua. Disamping itu,
faktor penyebab liinnya adalah terinspirasi dari tayangan-tayangan televisi

" ; y -y 41
maupun media-media lainnya yang (ersebar dilingkungan masyarakat.

Beberapa factor yang menjadi penycbab terjadinya kekerasan terhadap
anak adalah:*

. Tidak ada kontrol sosial pada tindakan kekerasan terhadap anak-anak.

Bapak yang mencambuk anaknya tidak dipersoalkan tetangganya, sclama
anak itu tidak meninogal atau tidak dilaporkan ke polisi. Sebagai bapak, 1a melihat
anaknva sebagar hok milik dia yvane dapat diperlakukan sckehendak hatinya.
Tidak ada aturan hokum vang melindungt anak dart perlakuan buruk orang tua
atau wali atau orang dewasa lainnva.

Misalnya, Budi mempunyai teman satu sekolah yang kebetulan anak
seorang tentara. Kegiatan di rumem diatur sesuai jadwal yang ditetapkan orang
tuanya. la harus belajar sampai menjelang tengah malam. Subuh harus bangun
untuk bekerja membersihkan rumah. Bila ia itu melanggar, 1a pasti ditempeleng
atau dipukuli. Sang Bapak sama sckali tidak merasa bersalah. la beranggapan
melakukan  semuenya demi  kebaikan anak. Mengatur anak tanpa
mempertimbangkan kehendak anak dianggap sudah menjadi kewajiban orang tua.
2. Hubungan anak dengan orang dewasa berlaku seperti hirarkhi sosial di

masyarakat.

41) 1bid

42) hup://ardansirodijuddin. werdpress.com/2008/05/1 4/kekerasan-terhadap-anak/
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan

[. Orang tua tega melakukan penganizyaan terhadap anaknya sendiri disebabkan
karena pengi ruh zaman vang semakin maju dan semakin berkembang atau
semakin sulimya mencart pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan
keluarganya. Disamping itu juga karena tckanan-tekanan dari luar atau karsna
masalah-masilabh  vang dihadapi di dalam suatu pekerjaannya sehingga
terbawa-baw: ke dalam lingkungan Keluarga. Hal ini juga sering terjadi
pengaruh dars lingkungan vang tidak baik dan pengaruh dari perkembangan
teknologi vang sangat canggih pada zaman sekarang int. Disamping itu ada
Juga penyebaeb dart faktor-faktor lain seperti: faktor dari tekanan ekonomi,

faktor kemist inan, keluarga vang tidak harmonis, faktor pengendalian emosi.

2. Kendala-kendala dan kesulitan yang sering dijumpai oleh para penegak hukum
dalam kasus penganiayaan atau kekerasan terhadap anak di bawah umur:

a. Penolakan korban sendiri. Korban tidak melaporkan kasusnya karena takut
akan akivat yang kelak diterima baik dari si pelaku (adanya ancaman)
maupun dari kejadian itu sendiri (traumatis).

b. Manipulasi dari si pelaku. Pelaku pada umumnya orang yang lebih besar
(dewasa) sering menolak tuduhan (setidaknya di awal proses penyelidikan)
bahwa dia adalah pelakunya. Strategi yang digunakan adalah pelaku
menuduh  anak  melakukan kebohongan atau mengalami “wild
imagination”.

74
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¢. Keluarga vang mengalami kasus menganggap bahwa kekerasan terhadap
anak sebagai aib vang memalukan jika diungkap secara umum.

d. Anggapan lahwa hal-hal yang berkaitan dengan urusan keluarga
(hubungan orang  tua-anak. suami-istri) tidak patut dicampuri oleh

masyarakat.

.

@]

Masvarakat luas tidak mengetahui secara jelas “tanda-tanda™ pada diri
anak vang mengalami kekerasan, khususnya pada Kasus sexual abuse,
karena tidak adanya tanda-tanda fisik yang terlihat jalas.

£ Sistem dan jrosedur pelaporan yang belum diketahui secara pastt dan jelas

oleh masyar: kat luas.

Saran

Hendaknya hal -hak anak menurut  perundang-undangan yang ada di
[ndonesia, pemerintah  harus  lebih  memperhatikan dan menjaga serta
melindungi hak-hak anak agar penganiayaan atau tindak kekerasan terhadap
anak makin berkurang atau tidak banyak lagi penganiayaan terjadi terhadap
anak di bawah umur. Disamping itu, Pemerintah juga harus bekerja sama
dengan masyarakat supaya masyarakat mau melaporkan kepada pihak yang
berwajib apabila ada tindak kekerasan terhadap anak.

Agar mempermudah masyarakat atau anak untuk melaporkan kepada pihak
yang berwajib niengenai kekerasan yang dilakukan terhadap anak, hendaknya
pemerintah membuat suatu tempat pelaporan yang khusus menangani

kekerasan atau penganiayaan terhadap anak.
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